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Sejak permulaan pengolahan kata (word processing), teknologi-teknologi
lain telah diterapkan untuk pekerjaan kantor, dan semuanya dikenal sebagai
otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor (office automation) atau OA, mencakup
semua sistem elektronik formal dan informal yang terutama berkaitan dengan
komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar
perusahaan.
Awalnya, OA dimaksudkan untuk membantu pekerja sekretarial dan
administratif (clerical), tetapi kemampuannya untuk memudahkan komunikasi
formal dan informal dengan orang-orang didalam dan diluar perusahaan menarik
para manajer dan profesional sebagai pemakai. Semua pemakai ini menggunakan
OA untuk meningkatkan produktivitas.
OA dapat disesuaikan untuk kebutuhan komunikasi tiap manajer.
Kombinasi OA seorang manajer dipengaruhi oleh jenis organisasi, pilihan pribadi
manajer, dan sumber daya OA yang tersedia. Produk OA memungkinkan para
pekerja kantor memproses lebih banyak dokumen secara lebih cepat dan lebih
baik.
OA digunakan oleh semua orang yang bekerja di dalam kantor. Pada
dasarnya ada empat kategori pemakai–manajer, profesional, sekretaris, dan
pegawai administratif.
Manajer adalah orang-orang yang bertanggung jawab mengelola sumber
daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Professional tidak mengelola
orang lain tetapi menyumbangkan keahlian khusus yang membedakan mereka dari
sekretaris dan pegawai administratif. Sekretaris biasanya ditugaskan pada pekerja
terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas seperti menangani
korespondensi, mengatur jadwal pertemuan. Pegawai administratif melaksanakan
8tugas-tugas untuk sekretaris, seperti menyusun dokumen, menyimpan dokumen
dan mengirimkan surat.
2.2 E-Government
Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa
Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online
government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah
penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi
dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan
dengan pemerintahan.
Kementerian Komunikasi dan Informasi, berpendapat bahwa: “electronic
government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan
perangkat lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian
informasi dari pemerintah kepada masyarakat, mitra bisnisnya, dan lembaga-
lembaga lain secara online”.
Inisiatif electronic government di Indonesia telah diperkenalkan melalui
Instruksi Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika
(Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat
pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good
governance dan mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, electronic
government wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor
pemerintahan.
Menurut Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government: “Pengembangan E-Government merupakan upaya
untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis
(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik
secara efektif dan efisien”.
Melalui pengembangan electronic government, dilakukan penataan sistem
manajemen serta proses kerja dilingkungan pemerintah dan pemerintah daerah
otonom dengan mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan
teknologi informasi tersebut mencakup dua aktifitas yang saling berkaitan, yaitu:
9a) Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses
kerjasecara elektronik.
b) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik
dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh
wilayah.
Sedangkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep
electronic government bagi suatu daerah yaitu:
1) Tentunya akan memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada
para stakeholder (baik itu masyarakat, kalangan bisnis, dan industri)
terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang
kehidupan bernegara.
2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan.
3) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan
interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder untuk
keperluan sehari-hari.
4) Memberikan peluang kepada pemerintah untuk mendapatkan sumber-
sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang
berkepentingan.
5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara
cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi
sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
6) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik
secara merata dan demokratis.
2.3 Electronic Office (E-Office)
Electronic Office (e-office) adalah suatu sistem yang berhubungan dengan
administrasi, secara maya memusatkan komponen-komponen sebuah organisasi
dimana data, informasi, dan komunikasi dibuat melalui media telekomunikasi
(Robles, dalam Arief).
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E-office merupakan software dan digunakan untuk mengatur pola
pekerjaan yang sudah atau akan dilakukan oleh pegawai, menyimpan, dan
mengontrol konten-konten yang ada didalam suatu organisasi secara elektronik.
E-Office merupakan aplikasi perkantoran yang mengganti proses
administrasi berbasis manual ke proses berbasis elektronis dengan memanfaatkan
fasilitas jaringan lokal (LAN), maupun jaringan internet (online). Electronic
dalam E-Office dapat berarti bahwa semua pekerjaan yang berhubungan dengan
administrasi perkantoran dikerjakan secara elektronis dan menggunakan bantuan
alat komunikasi dan sistem informasi. Dengan perkembangan teknologi
telekomunikasi saat ini, jaringan broadband berkecepatan tinggi dan internet,
maka perkantoran telah menjadi elektronis secara elektronik. Pekerjaan kantor
yang selama beberapa dekade dilakukan secara manual telah berubah menjadi
elektronik.
2.3.1 Sistem Kerja E-Office
Freuhling dan Rosemary (dalam Prayudha, 2012) mendefinisikan sistem
cara kerja e-office dalam lima bagian, yaitu :
1) Input. Terdapat tiga kategori yang terletak dalam proses input, yaitu
data dalam bentuk audio, visual dan audiovisual, media yang berupa
electronic mail dan online information, serta perangkat keras untuk
memasukkan data, seperti scanner.
2) Process. Sumber informasi yang telah dimasukkan melalui input,
kemudian akan diolah melalui aplikasi yang terdapat didalam
komputer. Pengolahan sumber informasi tersebut dapat berupa
memanipulasi data, mengkalkulasi data, atau mengedit gambar.
3) Storage. Data yang telah diolah, kemudian disimpan dalam
penyimpanan virtual untuk menjaa agar data tersebut tidak hilang dan
bisa dipakai lagi dikemudian hari.
4) Output. Setelah data diolah dan disimpan, maka proses berikutnya
adalah output. Bemtuk dari output berupa hard copy dan soft copy.
5) Distribution. Data yang melewati proses output, kemudian
didistribusikan ke seluruh pengguna e-office. Penditribusian lebih
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fokus dengan cara local electronic distribution, yaitu mendistribusikan
data yang telah diolah dengan cara posting data melalui web, distribusi
kemasing-masing akun pengguna e-office.
2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi E-Office Dalam Suatu Organisasi
Faktor yang dapat mempengaruhi e-office dalam suatu organisasi
(Prayudha, 2012) yaitu:
1) IT Infrastruktur. Bahwa infrastruktur teknologi informasi memberikan
pondasi dasar bagi kapasitas teknologi informasi yang digunakan
untuk membangun aplikasi bisnis dan biasanya dikelola oleh kelompok
sistem informasi.
2) Skill dan Sumber Daya Manusia. Skill dan sumber daya manusia
adalah sumber daya yang dimiliki oleh setiap individu berupa fisik,
mental (semangat, kepiawaian, moral, kepribadian, kecerdasan,
perilaku, dan pengalaman), dan skill (hard skill dan soft skill).
Organisasi yang unggul dalam bersaing tidak lepas dari faktor sumber
daya manusia yang baik, strategi yang mapan, dan suasana organisasi
kondusif. Tantangan yang dihadapi oleh organisasi dalam dekade
mendatang mengharuskan organisasi berkonsentrasi kepada masalah
SDM. Tantangan tersebut adalah globalisasi, memenuhi kebutuhan
stakeholder, dan sistem kerja yang semakin canggih.
3) Keamanan Sistem. Masalah keamanan sistem merupakan salah satu
aspek penting dari sebuah sistem informasi. Masalah keamanan ini
sering kali kurang mendapat perhatian dari pada pemilik dan pengelola
sistem informasi. Seringkali masalah keamanan berada diurutan kedua,
bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting.
Apabila menganggu performance dari sistem, seringkali keamanan
sistem dikurangi atau ditiadakan.
4) Internal Organisasi. Lingkungan internal adalah kejadian dan
kecendrungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen,
karyawan, dan budaya organisasi. Organisasi sesuai konsep masa kini
merupakan kumpulan dari berbagai macam sumber daya, kapabilitas
12
dan kompetensi yang selanjutnya bisa digunakan untuk membentuk
posisi tertentu.
5) Sosial dan Budaya Organisasi. Definisi budaya organisasi menurut
Cameron dan Quinn ialah suatu perekat sosial yang ada dalam
organisasi, mengandung nilai, kebiasaan, kepercayaan yang
mencirikan karakteristik organisasi dan seluruh anggota organisasi.
Budaya organisasi menjadi titik tekan dalam melakukan perubahan
organisasi.
2.3.3 Pengguna E-Office
Pengguna e-office ini terdiri dari empat jenis pengguna diantaranya yaitu:
1) Administrator, yaitu pengguna yang memiliki akses untuk mengelola
data member atau pengguna yang lainya.
2) Operator, yaitu pengguna yang memiliki akses untuk melakukan entri
naskah surat, menyampaikan surat dan menerima disposisi.
3) Pejabat Pimpinan/Atasan, yaitu pengguna yang memiliki akses
sebagai penerima surat maupun disposisi dari pimpinan diatasnya
sekaligus membalas disposisi tersebut dan juga mendisposisikan surat
kepada pimpinan bawahannya maupun kepada staff yang memiliki
akun.
4) Staff, yaitu pengguna yang yang memiliki akun dan diberikan
wewenang untuk menerima disposisi dan membalas disposisi surat dari
pimpinan.
2.3.4 Manfaat E-Office
Adapun beberapa manfaat dari sebelum penggunaan dan sesudah
penggunaan e-office yaitu:
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Sumber: (Prayudha, 2012)
2.3.5 Arsitektur E-Office
Kerangka dan arsitektur e-office harus berkembang untuk pengembangan
produk e-office dalam organisasi apapun. Arsitektur disarankan harus sejalan
dengan standar. Skalabilitas, keamanan, interoperabilitas dan standar terbuka,
kinerja dan produktivitas perbaikan perlu dipertimbangkan saat menentukan
keseluruhan arsitektur. Rekomendasi arsitektur termasuk arsitektur enterprise,
teknologi arsitektur dan penyebaran aplikasi arsitektur dengan perpisahan dalam
komponen hardware dan tingkat layanan kinerja.
Gambar 2.1 Arsitektur E-Office
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2.3.6 Fitur E-Office
Adapun enam fitur yang terdapat pada e-office yaitu:
1) Modul Dasar
a) Kastemisasi Identitas Organisasi
b) Pemetaan Struktur Organisasi dan Jabatan
c) Notifikasi via Email
2) Modul Surat Masuk
a) Scan Surat Masuk manual
b) Penomoran dan Pengagendaan Otomatis
c) Distribusi surat secara elektronis
d) Disposisi Surat
e) Tracking
3) Modul Pembuatan Surat Keluar
a) Kastemisasi Layout Surat
b) Kategorisasi Masalah / Tata Naskah
c) Penomoran dan Pengagendaan Otomatis
d) Process Edit / Persetujuan Online
e) Tracking posisi edit / persetujuan surat
f) Distribusi secara elektronis
4) Modul Advanced
a) Fungsi Personal Asistant
b) Fungsi Delegasi Jabatan
5) Modul e-mail dan PIM
a) E-mail System
b) Calendaring & Scheduling
c) To Do List
d) Share Calendar
e) Manajemen sumberdaya perkantoran (ruang rapat, projector,
konsumsi)
6) Mobile version




Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah,
yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-
hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Didalam bahasa inggris, budaya
disebut culture, colore dalam bahasa Latin yaitu mengolah atau mengerjakan.
Secara harfiah budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi, atau sejumlah pola
sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan
memberi arti pada tingkah laku seseorang dalam suatu masyarakat (Kamus Besar
Bahasa Indonesia).
Budaya itu adalah sistem makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh
para anggota organisasi yang menentukan, sebagian besar cara mereka bertindak
satu terhadap yang lain dan terhadap orang luar. Koentjaraningrat (dalam
Sumarwanto, 2010) budaya adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil
karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri
manusia dengan cara belajar.
2.4.2 Organisasi
Organisasi (organization) adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama
dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah
sasaran (Stoner dalam Nugraha, 2009).
Organisasi sebagai unit sosial yang dengan sengaja diatur, terdiri atas dua
orang atau lebih, yang berfungsi secara relatif terus menerus untuk mencapai
sasaran atau serangkaian sasaran bersama (Robbins, 2006).
Sondang P. Siagian (dalam Sumarwanto, 2010), mendefinisikan
“organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang
bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan
yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang/beberapa orang
yang disebut atasan dan seorang/ sekelompok orang yang disebut dengan
bawahan”. Malayu S.P Hasibuan (dalam Sumarwanto, 2010) mengatakan
organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi
dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.
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Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu
kelompok terstruktur yang terdiri dari orang-orang yang memiliki satu tujuan
tertentu dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2.4.3 Definisi Budaya Organisasi
Menurut Robbins (dalam Handayani), definisi budaya organisasi yaitu
sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan
organisasi tersebut dengan organisasi-organisasi lain. Budaya organisasi adalah
norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi, dan
sebagainya yang dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin,
dan anggota organisasi yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru
serta diterapkan dalam aktivitas organisasi sehingga mempengaruhi pola pikir,
sikap, dan perilaku anggota organisasi dalam memproduksi produk, melayani para
konsumen dan mencapai tujuan organisasi (Wirawan dalam Umartias, 2014)
Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai dan keyakinan bersama yang
diambil dari pola kebiasaan dan falsafah dasar pendirinya yang kemudian
berinteraksi menjadi norma-norma, dimana norma tersebut dipakai sebagai
pedoman cara berpikir dan bertindak dalam upaya mencapai tujuan bersama
(Umar dalam Widyatama, 2012).
Berdasarkan beberapa definisi budaya organisasi di atas maka dapat
disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai, asumsi,
kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh
semua anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi dalam
melakukan aktivitasnya baik yang diperuntukkan bagi pegawai maupun untuk
kepentingan orang lain. Tujuan keberadaan budaya suatu organisasi adalah
melengkapi para anggota dengan rasa (identitas) organisasi dan menimbulkan
komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut organisasi.
Budaya organisasi berawal dari kebiasaan saat ini, tradisi dan cara-cara
umum untuk melakukan pekerjaan kebanyakan berasal dari apa yang telah
dilaksanakan sebelumnya dan tingkat keberhasilan dari usaha-usaha yang telah
dilakukan, dengan demikian budaya organisasi merupakan persepsi umum yang
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diyakini oleh para anggota organisasi. Terbentuknya budaya organisasi dapat
dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 2.2 Pembentukan Budaya Organisasi
Sumber : Umartias (2014)
Tahapan yang sangat penting dalam proses pembentukan budaya adalah
tahap sosialisasi, karena sosialisasi merupakan tahapan dimana budaya tidak
hanya diketahui oleh penggagas dan pendiri organisasi, namun dapat menyentuh
ke dalam setiap lapisan manajemen. Tidak hanya menyentuh, budaya juga
diharapkan dapat diaplikasikan ke dalam setiap perkataan dan tindakan sehingga
menjadi ciri khas sendiri yang membedakan organisasi satu dengan organisasi
yang lain. Sosialisasi juga merupakan tahapan dimana para pekerja menyesuaikan
diri dengan budaya yang muncul. Dengan begitu proses penerimaan budaya akan
sesuai dengan yang dikehendaki dan resistensi akan dapat diminimalkan.
Dengan melihat bagaimana awalnya suatu budaya organisasi terbentuk,
sampai kepada proses sosialisasinya, persoalannya tentu tidak akan berhenti pada
apakah budaya organisasi yang ada disukai atau tidak. Namun diharapkan setelah
nilai dan karakteristik budaya organisasi tersebut terinternalisasi, pengaruhnya
akan tampak lebih signifikan antara lain kepada kepuasan kerja atau kinerja dari
para anggota organisasi.
2.4.4 Peran dan Fungsi Budaya Organisasi
Didalam suatu organisasi peran budaya dalam mempengaruhi budaya
anggota tampaknya semakin penting. Budaya organisasi dapat tercermin
diantaranya dari sistem yang dapat meliputi besar kecilnya kesempatan berinovasi
dan berkreasi bagi anggota, pembentukan tim-tim kerja, kepemimpinan yang
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transparan dan tidak terlalu birokratis. Karakteristik tersebut diharapkan dapat
berfungsi dalam memberikan kepuasan kerja dan kinerja yang optimal dalam
upaya mencapai tujuan organisasi.
Menurut Robbins (Wibowo, 2010) terdapat lima peran atau fungsi budaya
dalam suatu organisasi yaitu:
1) Mempunyai boundary-difining roles, yaitu menciptakan perbedaan
antara organisasi yang satu dengan lainnya.
2) Menyampaikan rasa identitas untuk anggota organisasi.
3) Budaya memfasilitasi bangkitnya komitmen pada sesuatu yang lebih
besar daripada kepentingan diri individual.
4) Meningkatkan stabilitas sistem sosial. Budaya adalah perekat sosial
yang membantu menghimpun organisasi bersama dengan memberikan
standar yang cocok atas apa yang dikatakan dan dilakukan pekerja.
5) Budaya melayani sebagai sense-making dan mekanisme kontrol yang
membimbing dan membentuk sikap dan perilaku pekerja.
2.4.5 Karakteristik Budaya Organisasi
Akar dari suatu budaya organisasi adalah serangkaian karakteristik inti
yang secara kolektif dihargai oleh semua anggota organisasi. Karakteristik budaya
organisasi menunjukkan ciri-ciri, sifat-sifat, unsur-unsur, atau elemen-elemen
yang terdapat dalam suatu budaya organisasi. Setiap organisasi akan
menampakkan sifat dan cirinya berdasar karaktersitik budaya organisasi yang
dimilikinya. Karakteristik Budaya Organisasi menurut Victor Tan (Wibowo,
2010), yaitu :
1) Inisiatif Individual, menunjukkan tingkat tanggung jawab, kebebasan
dan ketidaktergantungan yang dimiliki individu.
2) Toleransi terhadap resiko, suatu keadaan dimana pekera didorong
mengambil resiko, menjadi agresif dan inovatif.
3) Arah, merupakan kemampuan organisasi menciptakan sasaran yang
jelas dan menetapkan harapan kinerja.
4) Integrasi, suatu tingkatan dimana suatu unit dalam organisasi didorong
untuk bekerja dengan cara terkoordinasi.
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5) Dukungan Manajemen, manajer menyediakan komunikasi yang jelas,
bantuan, dan dukungan kepada bawahannya.
6) Pengawasan, merupakan jumlah aturan dan ketentuan dan jumlah
pengawasan langsung yang dipergunakan untuk melihat dan
mengawasi perilaku karyawan.
7) Identitas, suatu tingkatan dimana anggota mengidentifikasi dengan
organisasi secara keseluruhan, daripada dengan kelompok kerja
tertentu atau bidang keahlian professional tertentu.
8) Sistem penghargaan, dimana alokasi reward (kenaikan upah atau gaji
upah), didasarkan pada kriteria alokasi biaya didasarkan pada kriteria
kinerja, sebagai lawan dari senioritas dan favoritisme.
9) Toleransi terhadap konflik, suatu tingkatan dimana pekerja didorong
untuk menyitam konflik dan kritikan secara terbuka.
10) Pola Komunikasi, suatu tingkatan dimana komunikasi dibatasi pada
hierarki formal dimana komunikasi organisasi dibatasi pada
kewenangan hierarki formal.
2.4.6 Budaya Kerja Aparatur Negara
Budaya kerja aparatur negara adalah sikap dan perilaku individu aparatur
negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah
menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-
hari. Dengan demikian, budaya kerja adalah perwujudan dari gejala dalam pada
lapisan kognisi individu yang memengaruhi caranya berpikir, memandang,
merasa, dan berperilaku ketika para pegawai berinteraksi dengan lingkungannya,
baik di dalam maupun di luar organisasi.
Terdapat tiga unsur penting untuk menata kembali budaya kerja aparatur
negara. Ketiga unsur ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi ketika
organisasi melakukan aktivitas tugas dan membina dinamika internalnya. Ketiga
unsur itu adalah nilai-nilai, institusi/sistem kerja, dan SDM aparatur negara.
Prosesnya dimulai dari kesepakatan atas nilai-nilai yang diyakini sebagai pilihan
acuan. Nilai-nilai ini selanjutnya diinternalisasikan dalam setiap SDM aparatur
negara dan diterapkan dalam aktivitas tugas dan dinamika organisasi.
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2.4.7 Manfaat Pengembangan Budaya Kerja
Terdapat beberapa tiga manfaat pengembangan budaya kerja, yaitu:
1) Manfaat bagi individu pegawai
Pengembangan budaya kerja antara lain berarti menyediakan
kesempatan untuk bertanggung jawab, berkinerja mengaktualisasikan
diri, memperluas wawasan, serta mengembangkan kemampuan
memimpin dan memecahkan masalah. Budaya kerja juga memberi
kesempatan bagi pegawai untuk memperoleh penghargaan, rasa
bangga bekerja, dan lebih memahami makna hidup dan pengabdiannya
sebagai aparatur negara.
2) Manfaat bagi organisasi atau unit kerja pegawai
Pengembangan budaya kerja berarti meningkatnya kinerja organisasi
yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif
dan efisien (produktif). Organisasi atau unit kerja seperti ini
melaksanakan aktivitas tugas dan aktivitas pemeliharaan dinamikanya
dengan baik.
3) Manfaat bagi bangsa dan Negara
Pengembangan budaya kerja yang berhasil sangatlah penting karena
potensi seluruh aparatur negara dapat diarahkan untuk menanggulangi
masalah-masalah mendasar dan meningkatkan daya tahan nasional
dalam jangka panjang. Negara memiliki lembaga-lembaga
pemerintahan dengan SDM yang menunjukkan konsistensi komitmen
untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik.
2.5 Kerangka Persaingan Nilai (Competing Values Framework)
Model ini menjadi salah satu model yang cukup komprehensif dalam
menjelaskan relasi kultur terhadap berbagai aspek organisasi dan juga
memperlihatkan secara rinci bahwa setiap kultur memiliki kecenderungan yang
berbeda dalam mempengaruhi setiap variabel organisasi (Umartias, 2014).
Kerangka Persaingan Nilai (Competing Values Framework) mulai
dikembangkan sejak awal tahun 1980 dari studi mengenai efektivitas organisasi
oleh Quinn dan Rohrbaugh pada tahun 1981. Akhirnya pada tahun 1999 Cameron
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dan Quinn mengembangkan Kerangka Persaingan Nilai itu. Kerangka persaingan
nilai dilihat dari dua dimensi. Dimensi yang pertama membedakan fokus pada
fleksibilitas, kewenangan, dan dinamisme dari fokus stabilitas, perintah dan
kontrol. Dimensi kedua membedakan fokus pada orientasi internal, integrasi, dan
kesatuan dari fokus pada orientasi eksternal, diferensiasi produk dan persaingan.
Kedua dimensi tersebut membentuk 4 kuadran budaya, masing-masing
menggambarkan tipe budaya tertentu dengan perbedaan indikator efektivitas
masing-masing. Empat tipe budaya tersebut yaitu: (OCAI report, Mei 2010).
1) Budaya Klan (Clan Culture)
Budaya organisasi yang mencirikan tempat kerja yang nyaman, dimana
orang-orang didalamnya berbagi banyak informasi pribadi, seperti
keluarga besar. Pimpinan dan kepala organisasi dipandang sebagai mentor
dan bahkan seperti figur orang tua. Organisasi disatukan berdasarkan rasa
kesetiaan atau tradisi. Komitmen organisasi tinggi. Organisasi
menekankan pada manfaat jangka panjang dari pengembangan sumber
daya manusia (SDM) dan kepentingan besar untuk menjaga kohesi dan
moral organisasi. Kesuksesan didefinisikan berdasarkan sensitifitas
terhadap pelanggan dan kepedulian terhadap orang lain. Organisasi
mengutamakan kerjasama, partisipasi, dan konsensus.
Teori Kepemimpinan: Fasilitator, Mentor, dan membuat tim
Nilai Pendorong: Komitmen, Komunikasi dan Pembangunan
Teori Efektivitas: Pengembangan manusia dan partisipasi menghasilkan
efektivitas
Strategi Kualitas: Pemberdayaan, pembuat tim, partisipasi pegawai,
pengembangan SDM dan komunikasi yang terbuka
2) Budaya Adhokrasi (Adhocracy Culture)
Budaya organisasi bercirikan tempat kerja yang dinamis, kewiraswastaan
dan kreatif. Orang-orang didalamnya berani bertanggung jawab dan
mengambil resiko. Pimpinan organisasi dianggap sebagai inovator dan
berani mengambil resiko. Perekat organisasi dalam komitmen bersama
untuk selalu mencoba hal yang baru/inovasi dan bereksprimen. Organisasi
22
dalam jangka panjang menekankan pada pertumbuhan dan mendapatkan
sumber daya yang baru. Kesuksesan berarti mendapatkan produk dan
layanan yang baru dan unik. Menjadi pemimpin dalam produk layanan
dianggap  penting. Organisasi mendorong individu dalam organisasi itu
untuk mengambil inisiatif.
Tipe Kepemimpinan: Inovator, Wiraswastaan, dan bervisi
Nilai Pendorong: Keluaran yang inovatif, transformasi/perubahan dan
kecekatan
Teori Efektivitas: Inovasi, Visi dan sumber daya yang baru akan
menghasilkan efektivitas
Strategi Kualitas: membuat standar baru, mengantisipasi kebutuhan dan
perbaikan terus menerus, menemukan solusi kreatif
3) Budaya Pasar (Market Culture)
Budaya organisasi yang bercirikan organisasi yang berorientasi pada hasil
dimana perhatian utamanya adalah bagaimana menuntaskan tugas.
Individu dalam organisasi saling berkompetisi dan berorientasi pada target.
Pimpinan organisasi adalah seorang pendorong prestasi yang keras,
produktif dan kompetitor.  Mereka sangat teguh dan penuh tuntutan.
Perekat yang menjaga kesatuan organisasi adalah keinginan untuk
memenangkan kompetisi. Kesuksesan dan reputasi menjadi perhatian
utama. Fokus panjang adalah pada aksi kompetitif dan keberhasilan
mencapai tujuan dan target yang terukur. Kesuksesan didefinisikan
berdasarkan bagian dan penetrasi pasar. Harga yang kompetitif dan
kepemimpinan dipasar dianggap penting, gaya organisasi adalah
kompetitif dan penuh tuntutan berprestasi.
Tipe Kepemimpinan: Pendorong yang keras, kompetitif dan produktif
Nilai Pendorong: Pencapaian tujuan, bagian pasar dan keuntungan
Teori Efektivitas: Kompetisi yang agresif, dan fokus pada pelanggan akan
menghasilkan efektivitas organisasi
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Strategi Kualitas: Mengukur keinginan pelanggan, memajukan
produktivitas, menciptakan kemitraan dengan pihak eksternal, memajukan
rasa kompetisi, partisipasi dari pelanggan dan pemasok.
4) Budaya Hierarki (Hierarchy Culture)
Budaya organisasi bercirikan pada tempat kerja yang formal dan
terstruktur. Standar prosedur menentukan apa yang dikerjakan. Pimpinan
organisasi bangga sebagai koordinator dan ahli organisasi yang
mementingkan efektivitas. Menjaga organisasi yang lancar kerjanya
adalah prioritas utama. Aturan formal dan kebijakan formal adalah
menjaga kesatuan organisasi. Perhatian jangka panjang adalah pada
stabilitas dan kinerja dengan operasi yang lancar dan efisien. Kesuksesan
didefinisikan berdasarkan pemberian layanan/produk yang dapat
diandalkan, rutinitas yang lancar dan berbiaya rendah. Manajemen
personel/kepegawaian memerhatikan rasa aman pegawai dan
prediktibilitas.
Tipe Kepemimpinan: Koordinator, Pemantau dan organisatoris
Nilai Pendorong: Efesiensi, ketepatan waktu, konsistensi dan dan
keseragaman
Teori Efektivitas: Kontrol dan efesiensi dengan prosedur standar yang
layak akan menghasilkan efektivitas
Strategi Kualitas: Menemukan kesalahan, pengukuran dan pengendalian
proses, penuntasan masalah yang sistematis dan alat-alat penjaga kualitas
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Gambar 2.3 Tipe Budaya Organisasi dengan OCAI
Cameron Quinn
Dalam menganalisis budaya organisasi maka kerangka persaingan nilai
(competing values framework) memiliki enam variabel yang mewakili keempat
tipe budaya nilai persaingan (competing values cultures)  didalam instrumen
penilaian budaya organisasi (Organizational Culture Assessment Instrument/
OCAI). Keenam variabel dalam instrumen dan ciri tipe budayanya masing-masing
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.2 Kriteria dan Tipe Budaya Organisasi Menurut Cameron dan Quinn


































































































Sumber : (Umartias, 2014)
2.6 Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI)
Instrumen OCAI didesain oleh Cameron dan Quinn pada tahun 1999.
Organisasi menggunakan OCAI untuk berbagai manfaatnya yaitu: (OCAI Report,
Mei 2010)
a) OCAI akan memberikan pemahaman tentang apa yang dianggap
penting oleh pekerja didalam organisasi. Akhirnya bisa diketahui
tingkat kepuasan pekerja.
b) OCAI juga dapat digunakan sebagai alat pengukuran yang
mengidentifikasi titik awal sebelum adanya perubahan dalam suatu
organisasi. Ketika perubahan dalam organisasi telah dilakukan maka
penilaian kedua dapat dilakukan.
c) OCAI membantu untuk meningkatkan komunikasi internal organisasi,
jika peta budaya yang berbeda dilakukan untuk departemen atau
bagian organisasi yang berbeda.
d) OCAI merupakan alat yang berguna didalam merger organisasi atau
usaha reorganisasi lainnya.
e) OCAI dapat digunakan jika terjadi angka turn over pegawai dan
keabsenan yang tinggi.
Tujuan OCAI adalah untuk menilai enam dimensi kunci budaya
organisasi, yaitu:
1) Karateristik Dominan (Dominant Characteristic)
Dimensi ini menunjukan karakteristik apa yang mudah dilihat dan
paling menonjol di dalam sebuah lingkungan organisasi. Melalui
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penghitungan OCAI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan
di dalam lingkungan organisasi.
2) Kepemimpinan Organisasi (Organization Leadership)
Dimensi ini menunjukan gaya kepemimpinan apa yang ada di
organisasi, model kepemimpinan, dan persepsi bawahan terhadap
model kepemimpinan yang ada. Melalui penghitungan OCAI dapat
diketahui budaya apa yang paling dominan dalam ranah kepemimpinan
di organisasi tersebut.
3) Pengelolaan Pegawai (Management of Employees)
Dimensi ini menunjukan cara pengelolaan karyawan di dalam sebuah
organisasi, baik pengelolaan kelompok maupun secara individu.
Melalui penghitungan OCAI dapat diketahui budaya apa yang paling
dominan di dalam pengelolaan karyawan.
4) Perekat Organisasi (Organization Glue)
Dimensi ini menunjukan nilai-nilai apa yang dipakai dalam
merekatkan segala sumber daya yang ada di sebuah organisasi. Melalui
penghitungan OCAI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan
dalam hal menjadi faktor perekat organisasi.
5) Penekanan Strategis (Strategic Emphases)
Dimensi ini menunjukan bagaimana cara organisasi untuk
memfokuskan segala elemen di dalam pencapaian misi strategis yang
ada. Melalui penghitungan OCAI dapat diketahui budaya apa yang
paling dominan di dalam penekanan strategis.
6) Kriteria Keberhasilan (Criteria of Success)
Dimensi ini menunjukan bagaimana perusahaan menetapkan standar di
dalam pencapaian tujuan yang ada. Melalui penghitungan OCAI dapat
diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam kriteria sukses.
Dengan pengukuran budaya organisasi maka akan didapatkan tujuh
manfaat utama yaitu: (OCAI report, Mei 2010)
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a) Anggota organisasi menjadi sadar akan budaya organisasi saat ini dan
budaya organisasi yang diinginkan. Ini akan menyediakan momentum
untuk melakukan perubahan.
b) Lebih mudah untuk pihak manajemen untuk menentukan langkah-
langkah perubahan apa yang paling efektif.
c) Resistensi terhadap perubahan dapat diantisipasi.
d) Menyediakan titik awal untuk membuat pekerja mau berubah dan
penggunaan kekuatan dan kreativitas mereka untuk lebih mendukung
perubahan.
e) Menjadi dasar untuk rencana perubahan yang sistematis dan bertahap.
f) Perubahan organisasi yang sukses akan merevitalisasi seluruh anggota
organisasi. Organisasi akan mendapatkan momentum baru menuju
semua perubahan yang positif di dalam organisasi.
g) Penilaian OCAI akan menjadi langkah intervensi awal untuk
memungkinkan perubahan.
Menurut Kusdi (dalam Umartias, 2014) terdapat berbagai tahapan dalam
penyusunan OCAI ini, tahap pertama yaitu keenam dimensi budaya
dioperasionalkan menjadi variabel pengukuran yang dipilah menjadi dua bagian
dasar yaitu kolom budaya saat ini dan budaya yang diharapkan. Selanjutnya setiap
dimensi diturunkan menjadi indikator-indikator pernyataan yang secara kumulatif
dapat menghasilkan skor dimana itu berguna untuk menunjukan posisi suatu
organisasi pada empat kuadran kultur organisasi.
Instrumen ini berbentuk sebuah kuesioner yang memerlukan tanggapan
dari responden cukup dengan memberikan empat pernyataan berdasarkan enam
dimensi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Instrumen ini terbukti bermanfaat dan
akurat dalam mendiagnosa aspek-aspek penting organisasi yang berkenaan
dengan budaya. Adapun tujuan dari instrumen ini adalah untuk mengidentifikasi
budaya organisasi saat ini, dan membantu mengidentifikasi pemikiran dari
anggota organisasi mengenai budaya yang seharusnya dikembangkan untuk
menyesuaikan tantangan yang dihadapi perusahaan.
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Variabel penelitian dimensi budaya organisasi, dapat dilihat pada tabel
dibawah ini, yaitu :
Tabel 2.3 Variabel Penelitian Dimensi Budaya Organisasi
No. Dimensi Komponen Pernyataan
1 Karakteristik
Dominan
a. Organisasi merupakan tempat yang personal
(menyenangkan), seperti keluarga besar. Orang
dapat berbagi banyak hal didalamnya.
b. Organisasi ini merupakan tempat yang sangat
dinamis dan entrepreneurial. Setiap anggota
organisasi mau dan berani mengambil risiko.
c.Organisasi sangat berorientasi hasil. Perhatian
utamanya adalah menyelesaikan pekerjaan. Orang
yang sangat kompetitif dan berorientasi hasil.
d. Organisasi adalah tempat yang sangat terkontrol
dan terstruktur. Prosedur-prosedur formal umumnya
mengatur apa yang dilakukan oleh pegawai.
2 Kepemimpinan
Organisasi
a. Kepemimpinan di dalam organisasi pada umumnya
dianggap untuk menunjukan pengajaran,
memfasilitasi atau membimbing.
b. Kepemimpinan di dalam organisasi pada umumnya
dianggap untuk menunjukan jiwa enterprenur,
inovasi atau pengambilan resiko.
c.Kepemimpinan di dalam organisasi pada umumnya
dianggap untuk menunjukan fokus yang bukan
mengada-ada, agresif, berorientasi pada hasil.
d. Kepemimpinan di dalam organisasi pada umumnya
dianggap untuk menunjukan koordinasi, organisasi
atau efesiensi yang berjalan dengan bagus.
3 Pengelolaan
Pegawai
a. Gaya manajemen di dalam organisasi dicirikan
dengan kerja sama tim, konsensus dan partisipasi.
b.Gaya manajemen di dalam organisasi dicirikan
dengan pengambilan resiko oleh individu, inovasi,
kebebasan dan keunikan.
c.Gaya manajemen di dalam organisasi dicirikan
dengan kompetisi yang sangat ketat, tuntutan yang
tinggi dan pencapaian hasil.
d.Gaya manajemen di dalam organisasi dicirikan
dengan keamanan terhadap pegawai, kepatuhan,
kemungkinan yang dapat diduga sebelumnya,
stabilitas dalam hubungan.
4 Perekat Organisasi a. Perekat/hubungan di dalam organisasi adalah
loyalitas dan saling percaya. Komitmen terhadap
organisasi tinggi.
b.Perekat/hubungan di dalam organisasi adalah
komitmen terhadap inovasi dan pengembangan.
Terdapat penekanan untuk menjadi lebih maju.
c.Perekat/hubungan di dalam organisasi adalah
penekanan terhadap hasil dan pencapaian hasil.
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Agresivitas dan kemenangan/kesuksesan adalah
tema-tema yang umum.
d.Perekat/hubungan di dalam organisasi adalah aturan-
aturan dan kebijakan-kebijakan formal. Menjaga
organisasi agar berjalan dengan baik adalah penting.
5 Penekanan Strategis a. Organisasi menekankan terhadap pengembangan
sumber daya manusia. Kepercayaan tinggi,
keterbukaan dan partisipasi yang dilakukan.
b. Organisasi menekankan untuk mendapatkan
sumber daya-sumber daya yang baru dan
menciptakan tantangan-tantangan baru. Menghargai
terhadap percobaan sesuatu yang baru dan mencari
peluang-peluang.
c.Organisasi menekankan terhadap tindakan-tindakan
yang kompetitif dan hasil. Mencapai target-target
yang susah dan menang dipasar adalah dominan .
d. Organisasi menekankan stabilitas yang permanen.




a.Organisasi menentukan keberhasilan berdasarkan
pada pengembangan sumber daya manusia,
kerjasama tim, komitmen pegawai, dan perhatian
terhadap pegawai.
b. Organisasi menentukan keberhasilan atas dasar
mempunyai produk-produk yang paling unik atau
paling baru dan bertujuan untuk menjadi pemimpin
produk (product leader) dan innovator.
c.Organisasi menentukan keberhasilan atas dasar
kemenangan di pasar dan melalui kompetisi.
Kepimimpinan pasar yang kompetitif merupakan
kunci.
d. Organisasi menentukan keberhasilan atas dasar
efisiensi. Pengiriman yang dapat diandalkan,
penjadwalan yang baik dan produksi dengan biaya
yang rendah adalah penting.
Sumber : (OCAI Report, 2010)
2.7 Eight Imperatives
Eight imperatives ini merupakan suatu tuntunan yang dirancang untuk
membantu para pemimpin mengembangkan agenda aksinya. Diambil dari Eight
Imperatives for Leaders in the Networked World, tiap tuntutan merupakan suatu
imperatif yang dapat dijadikan pedoman bagi seorang pemimpin suatu organisasi
dalam permasalahan teknologi informasi. Imperatif-imperatif tersebut membentuk
suatu kerangka kerja yang berguna memberikan manfaat dan menghindari resiko
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dalam era informasi saat ini. Dengan demikian, para pemimpin dapat memainkan
peranan kunci dalam membuat arahan strategis, mengimplementasikan proyek-
proyek tertentu, dan memformulasikan kebijakan-kebijakan publik yang baru.
Eight Imperatives tersebut adalah sebagai berikut:
1) Memfokuskan pada bagaimana Teknologi Informasi dapat memperbaharui
pekerjaan dan strategi sektor publik
Permasalahan: pengetahuan yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan
dengan IT bersifat komplek dan sangat dinamis.
Apa yang harus dihindari: jangan mendelegasikan seluruh tanggung jawab
pengembangan teknologi kepada para pakar teknologi, atau fokus terhadap
operasi internal terhadap pengecualian dari pengembangan yang berorientasi
kepada pihak eksternal dan membangun dukungan kebijakan yang diperlukan.
Apa yang harus dilakukan: mempelajari bagaimana komunikasi dan
pemrosesan digital mengubahan pekerjaan dan lingkungan kerja, idealnya melalui
keterlibatan langsung dalam proyek-proyek TI dan bekerja dengan aplikasi
komputer sebagai bagian dari rutinitas pribadi. Memfokuskan pada strategi-
strategi berikut ini:
a) Mengembangkan infrastruktur dan kapasitas organisasi yang
dibutuhkan
b) Menambah manfaat melalui layanan dan peraturan yang
memanfaatkan network
c) Mengembangkan dukungan dalam masyarakat dan publik pada
umumnya
2) Menggunakan teknologi informasi untuk inovasi yang bersifat strategis, bukan
sekedar otomasi yang bersifat taktis
Permasalahan: keuntungan potensial dari TI sering kali dipertanyakan
apabila digunakan hanya untuk mengotomasi proses-proses kerja yang terdahulu,
dalam organisasi, bukan untuk melakukan desain ulang secara mendasar terhadap
proses tersebut.
Apa yang harus dihindari: jika terjadi inovasi yang bersifat lebih agresif
jangan memfokuskan pada peningkatan secara bertahap.
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Apa yang harus dikerjakan: lakukan pengembangan strategis secara lebih
banyak. Lakukan lebih banyak eksperimen. Rancang sebuah strategi e-goverment
dengan membuka kesempatan bagi layanan “dimanapun dan kapanpun”. Lakukan
integrasi layanan melalui batasan organisasi dan program. Kembangkan layanan
pribadi yang pilihan yang berdasarkan teknologi yang bersifat fleksibel.
3) Gunakan panduan praktis dalam menerapkan inisiatif TI
Permasalahan: tingkat kegagalan dari inisiatif TI seringkali menjadi
ancaman, meskipun permasalahan yang paling sulit sebetulnya lebih bersifat
polotis dari pada bersifat teknologi.
Apa yang dihindari: jangan hanya melakukan pendekatan TI terhadap
permasalahan teknologi, dan jangan mendelegasikan proyek TI hanya kepada
spesialis teknologi
Apa yang harus dilakukan: pahami bahwa implementasi teknologi
umumnya merupakan permasalahan perubahan manajemen. Tempatkan general
manajer dan pemimpin yang memiliki kemampuan berpolitik dengan baik dalam
penentuan inisiatif TI yang utama. Dibutuhkan pemimpin yang mampu
menangani konflik organisasi dan permasalahan biaya.
4) Meningkatkan pembiayaan untuk inisiatif TI yang menjanjikan
Permasalahan: dengan memfokuskan pada perubahan tahunan terhadap
program yang ada, pengangaran pemerintah yang mempersulit investasi pada
inisiatif IT yang menawarkan manfaat besar namun juga memerlukan inovasi
jangka panjang dari beberapa dinas.
Apa yang harus dihindari: jangan terlalu bergantung pada pembiayaan TI
melalui anggaran yang diambil dari pajak.
Apa yang harus dilakukan: menganalisa kecenderungan ekonomi dan
pembentukan anggaran untuk mengidentifikasi sumber keuangan yang tepat untuk
meningkatkan ekonomi elektronik. Analisis mencakup prinsip yang
memungkinkan layanan pembayaran user secara langsung karena mereka
merupakan pihak yang memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Selain itu
lakukan eksplorasi terhadap pembentukan ulang anggaran untuk menghasilkan
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ulang penekanan yang lebih besar terhadap inovasi dan integrasi layanan dari
tahun ketahun.
5) Melindungi privasi dan keamanan
Permasalahan: sejalan dengan pengembangan teknologi komunikasi
online, permasalahan privasi dan keamanan membutuhkan perhatian khusus
terhadap hak dan tangungjawab individu untuk menjaga keamanan dan standar
masyarakat.
Apa yang harus dihindari: jangan salah dalam memahami permasalahan
privasi dan keamanan, baik dengan mengabaikan atau dengan memungkinkan
untuk berupaya mengembangkan layanan dan sistem elektronik baru.
Apa yang harus dilakukan: paling tidak, pahami dan terapkan “fair
Information practices” dan “secure information practices” yang berkembang
dalam 25 tahun yang lalu. Bagaimanapun, semakin besar tantangan yang dihadapi,
melibatkan penanganan kontroversi destruktif sebanyak mungkin melalui
perencanaan kedepan, dan keterlibatan stakeholder dalam evaluasi perkasus pada
pertukaran yang diturunkan dari layanan elektronik.
6) Membentuk kerjasama dalam bidang TI untuk merangsang pertumbuhan
ekonomi
Permasalahan: karena keuntungan TI yang terbesar seringkali memerlukan
kerja sama di luar organisasi yang memisahkan satu dinas dengan dinas lainnya
dan pemerintah dengan pihak swasta, menjaga kelangsungan kerjasama diantara
entitas-entitas yang berbeda yang seringkali sulit dilakukan.
Apa yang harus dihindari: mereka yang mengabaikan peluang kerjasama
diluar organisasi khususnya untuk saat ini dimana internet telah mengurangi
hambatan untuk melakukan kemampuan kerjasama melalui jaringan
interorganisasi secara drastis membuat kesalahan utama kerjasama tersebut dapat
menjadi lebih mudah daripada biasanya.
Apa yang harus dilakukan: memobilisasikan stakeholder publik dan
swasta untuk inisiatif tertentu, seperti memperkuat ekonomi reional dan atau
industri tertentu. Dalam beberapa kasus pekerjaan ini akan melibatkan
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pengembangan dari instusi baru untuk merancang dan menyampaikan layanan
publik secara elektronik.
7) Menggunakan TI untuk mempromosikan kesamaan kesempatan dan
masyarakat yang sehat
Permasalahan: akhir-akhir ini telah menunjukan peningkatan
ketidaksamaan dalam distribusi pendapatan dan pengaruh politik. Sebuah
pembagian secara digital memberikan ancaman terhadap peningkatan
ketidaksamaan ini dan secara potensial menghancurkan keterikatan sosial dari
masyarakat secara geografis.
Apa yang harus dihindari: jangan mencoba untuk menghindari
permasalahan ini dengan mengasumsikan bahwa masalah terlalu sulit untuk
diatasi. Secara ekstrim jangan mencoba mengupayakan perbaikan menyeluruh
dengan mencoba untuk memungut pajak dari aktifitas yang jauh yurisdiksi pajak
yang rendah.
Apa yang harus dilakukan: klarifikasi apa yang dapat dimanfaatkan dari
“layanan universal” dalam dunia jaringan digital secara luas. Kembangkan
pendidikan berbasis internet, pengembangan karir, dan keterlibatan masyarakat
yang diperlukan untuk kesuksesan sosial dan ekonomi.
8) Persiapkan untuk demokrasi digital
Permasalahan: jaringan digital berkembang melewati batasan regional dan
nasional untuk menghasilkan permasalahan yang serius untuk dinas-dinas yang
membuat kebijakan dan regulasi.
Apa yang harus dihindari: jangan mengambil sikap tertutup untuk
merespon permasalahan yang berkembang dari interaksi global dan jangan
menganggap pengaturan era informasi hanya terbatas pada pemilihan secara
elektronik.
Apa yang harus dilakukan: lakukan eksperimen untuk membuat partisipasi
secara online dalam kancah politik menjadi lebih mudah dan berarti. Kembangkan
inisiatif untuk membantu melegitimasi masyarakat digital dan berikan peran
kepada stakeholder dalam menyusun standar dan regulasi.
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2.8 Penelitian Terdahulu
Pembahasan mengenai budaya organisasi bukanlah suatu hal yang baru
untuk dijadikan tema penelitian. Oleh karena itu, penulis menjadikan beberapa
penelitian terdahulu sebagai bahan referensi atau tinjauan pustaka. Penelitian
terdahulu yang pertama diambil dari penelitian oleh Murahartawaty yang berjudul
Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Implementasi Sistem
Informasi, pada 2013. Penelitian ini menunjukan bahwa kultur clan lebih
dominan, dan secara lengkap kesimpulannya yaitu:
1) Budaya clan merupakan budaya yang ideal untuk mengembangkan diri
dengan mengedepankan sikap loyalitas pada organisasi, saling percaya
antara pimpinan, pegawai dan mahasiswa.
2) Menjunjung tinggi kerja sama tim, kesepakatan dan partisipasi antara
civitas akademik dengan masyarakat luas.
Selanjutnya terdapat pada penelitian Diana Effendi dengan judul Strategi
Pemanfaatan Teknologi Informasi. Hasil pada penilitian tersebut yaitu:
1) Budaya organisasi internal UNIKOM yang cenderung lebih ke budaya
clan menggunakan model OCAI baik saat ini maupun budaya yang
diharapkan kedepannya.
2) Membuat rencana tentang pengembangan IT yang digunakan sebagai
pedoman dalam pengembangan teknologi informasi di kampus
sehingga penggunaan technoware, brainware, dapat dilakukan secara
efektif dan efisien.
Penelitian terdahulu selanjutnya diambil dari penelitian yang dilakukan
oleh Budi Laksono Putro dan Agus Pratondo pada tahun 2010. Hasil dari
penelitian tersebut yaitu:
1) Kultur organisasi berpengaruh terhadap strategi penerapan teknologi
informasi.
2) Strategi penerapan teknologi informasi harus disesuaikan dengan
kultur budaya organisasi.
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Perbandingan terhadap penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas
dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.4 Perbandingan Penelitian Terdahulu
No. Peneliti Murahartawaty Diana Effendi Budi Laksono
Putro dan Agus
Pratondo
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2.9 Populasi dan Penentuan Sampel
Populasi adalah kumpulan individu atau obyek penelitian yang memiliki
kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan, yang memiliki suatu persamaan
karakteristik (Ferdinand, 2006). Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan
secara tersurat yaitu yang berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta
wilayah penelitian yang disebutkan secara tersurat. Tujuan perlunya populasi
dalam penelitian adalah agar dapat menentukan besarnya anggota sampel yang
diambil dari anggota populasi.
Menurut Ferdinand (Syarifuddin, 2012) sampel adalah subset dari
populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena dalam
banyak kasus tidak mungkin meneliti seluruh anggota populasi Tahapan
selanjutnya adalah menentukan jumlah sampel dari populasi yang ada. Penentuan






n : jumlah sampel
N: jumlah populasi
e: batas toleransi kesalahan (error tolerance), persen kelonggaran
ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan  sampel yang masih bisa
ditolerir/diinginkan, sebesar 10% (0,1).
2.10 Kerangka Pemikirian
Adapun kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran










2.11 Profil Instansi Diskominfo-PDE Provinsi Riau
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Riau
terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008. Keberadaan
Institusi ini merupakan penggabungan dari bidang Informasi Komunikasi di
Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa (Infokom Kesbang)
Provinsi Riau dengan Badan Pengolahan Data Elektronik (BPDE) Provinsi
Riau.
Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kiprahnya, mempunyai tugas
diantaranya tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi,
tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika
dan Pengolahan Data Elektronik.
Dari segi Komunikasi Informatika, Diskominfo melaksanakan
kebijakan kerjasama jaringan komunikasi antar lembaga komunikasi dan
informasi. Kemudian juga melakukan penyeberluasan layanan informasi
publik, penyiaran dan media informasi. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi
Informatika dan Pengolahan Data Elektronik tentunya akan melakukan pola
hubungan kemitraan dengan media dan insan Pers.
Pola kemitraan ini, memungkinkan Dinas Komunikasi, Informatika dan
Pengolahan Data Elektronik akan menjaring berbagai aspirasi masyarakat.
Aspirasi ini setelah ditelaah kemudian akan disampaikan kepada Pimpinan
Daerah sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan-kebijakan. Melalui
pola kemitraan ini juga, berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan
Pemerintah Provinsi Riau disosialisasikan.
Sedangkan dari segi Pengolahan Data Elektronik, Diskominfo-PDE
melaksanakan pengumpulan dan administrasi data, pengolahan dan analisa
data, dokumentasi dan informasi. Disamping itu, juga melakukan
pengembangan dan pengendalian serta pemeliharaan sarana dan prasarana
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Salah satu bentuk upaya untuk penyeberluasan informasi terutama
untuk kebutuhan masyarakat terhadap informasi, Diskominfo-PDE sebagai
salah satu institusi Pemerintah Provinsi Riau sangat berkepentingan terhadap
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pemanfaatan layanan cyber media ini. Melalui layanan ini terwujudlah
Masyarakat Informasi Provinsi Riau yang mampu mengimplementasikan UU
RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan
baik, benar dan penuh rasa tanggung.
Visi dan Misi
Visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Pengolahan Data
Elektronik Provinsi Riau yaitu:
Tabel 2.5 Visi Misi Diskominfo-PDE Provinsi Riau
Visi
Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang handal dan
terjangkau untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan daya saing dan
kesejahteran bagi masyarakat Provinsi Riau.
Misi
a) Memperluas jangkauan layanan teknologi informasi ke seluruh
masyarakat Provinsi Riau dengan membangun infrastruktur
jaringan komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan.
b) Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang
baik (good governance), efektif, efisien, professional,
transparan dan akuntabel melalui komunikasi dan informatika.
c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka
mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab.
Sumber: (Data Primer, 2015)
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Gambar 2.5 Struktur Organisasi Diskominfo-PDE Provinsi Riau
Sumber: Data Primer (2015)
